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KATA  PENGANTAR 

 

Proses perencanaan pembangunan Tahun 2018 di Kabupaten Lumajang terus 

mengalami peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan 

perubahan terus kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang yang telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak 

lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang 

telah kita rencanakan khususnya dalam  penyusunan Rencana Kinerja tahunan. 

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT kami telah menyusun Rencana 

Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, masa kerja 

Tahun 2018. Dengan harapan Rencana Kinerja ini dijadikan panduan untuk meningkatkan 

pembinaan, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Lumajang dimaksudkan untuk mewujudkan 

peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengemban 

Amanah pembangunan di Kabupaten Lumajang khususnya dalam memberikan pelayanan 

dan pembinaan di sektor pemberdayaan Masyarakat. 

Hal – hal yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa kami 

tuangkan dalam bentuk Rencana Kinerja, penjabarannya kami berpedoman pada Rencana 

Kegiatan Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, sedangkan kegiatan 

– kegiatan rutin yang melekat dalam Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

kami laksanakan guna menunjang program kegiatan dalam bentuk pelayanan publik.  

Harapan kami kepada seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Lumajang, dalam melaksanakan tugas – tugasnya berpedoman pada RPJMD yang 

telah ada, sehingga dapat berjalan dengan lancar, terarah sesuai dengan target kinerja yang 

telah ditetapkan. 
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Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 

Kabupaten Lumajang kami susun semoga diberi kemampuan untuk melaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. UMUM 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, pembangunan 

dan pembinaan masyarakat, perlu terus didukung dengan penciptaan iklim yang 

mendorong perkembangan pembangunan dalam artian pemberdayaan masyarakat, 

melalui pemanfaatan secara efektif berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, kelembagaan serta prasarana dan sarana guna mendukung berbagai 

kebijaksanaan pembangunan, terutama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi. 

Pengukuran keberhasilan pembangunan serta usaha pemecahan masalah yang 

data dan informasinya diperoleh dari hasil analisa data dasar profil desa, laporan 

pelaksanaan program/kegiatan serta informasi lainnya kita jadikan kelengkapan 

pedoman untuk menentukan arah dan kebijakan yang kita ambil dalam proses 

pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lumajang. 

Peraturan  Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, dalam 

pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan kerja keras bagi semua jajaran staf Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dukungan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian 

yang terkait berperan aktif dalam membangun masyarakat yang pada akhirnya dapat 

diperoleh hasil maksimal. 

 

2. Maksud Dan Tujuan : 

- Maksud  

Penyusunan program kerja tahunan dimaksudkan : 

a. Menciptakan kesinambungan pembangunan di desa/kelurahan melalui 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
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b. Sebagai bahan informasi bagi Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa, Dinas/Badan, Bagian, Kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten dan 

Masyarakat dalam memahami Program Kerja Tahun 2018 

c. Sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pembinaan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

d. Menumbuh kembangkan pemikiran dan pengertian terhadap esensi 

Pemberdayaan Masyarakat.   

 

- Tujuan  

Penyusunan Program Kerja Tahunan bertujuan : 

a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengertian aparatur Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Rencana Kerja Tahun 2018 

b. Mewujudkan panca tertib yakni tertib program, tertib anggaran, tertib 

administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengendalian sehingga akan 

diperoleh hasil capaian kinerja yang maksimal 

c. Meningkatkan kualitas pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa 

d. Mempercepat tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan - kebutuhannya melalui kegiatan pembangunan. 

   

3. Ruang Lingkup 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dalam tugasnya 

secara umum membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang 

ditetapkan melalui program kegiatan yang telah direncanakan dan diputuskan, 

disamping itu tugas – tugas lain yang menurut sifat dan kewenangannya menjadi 

tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Guna menunjang pelaksanaan program serta kegiatan yang ada pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituangkan dalam Rincian tugas dan fungsi 

Sekretaris dan Kepala Bidang, dimaksudkan sebagai upaya secara maksimal dalam 

mencapai kinerja yang telah dituangkan dalam Program Tahunan. 
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Program Tahunan pada masing-masing bidang disesuaikan dengan tugas dan 

fungsinya, hal ini dijabarkan secara menyeluruh meliputi pemberdayaan dilingkup 

Sekretariat dan Bidang antara lain Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. 

Tugas – tugas rutin  yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat da Desa dan  masih banyak tugas – tugas penunjang yang bersifat 

pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, aplikasinya dituangkan melalui Rencana 

Kerja dan Anggaran Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 

tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan 

capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

 

4. Landasan Hukum 

Dasar Hukum pembentukan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Lumajang adalah : 

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

2. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

3. Peraturan Pemerintah Daerah nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah 

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

 

B. KEDUDUKAN   

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah dalam urusan 

pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan desa 

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang bertugas Membantu 

Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang  

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan 
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oleh Bupati,  penjabarannya meliputi Bidang Kesekretariatan, Bidang Bina Pemerintahan 

Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi 

Masyarakat.   

 Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang 

adalah memberikan fasilitasi berupa pembinaan, pelaksanaan pengendalian, pengawasan, 

monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan dan pertanggung jawaban bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa.  

Uraian tugas pokok dan fungsi pada sekretariat dan bidang – bidang sebagai berikut : 

1. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan 

memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur 

dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pedoman dan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Untuk melaksanakan tugas diatas Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Perumusan dan Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas yang selanjutnya 

ditetapkan sebagai Pedoman kerja 

b. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Anggaran dan Perundang-Undangan 

c. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum, Kerjasama, Dan Hubungan 

Masyarakat 

d. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga 

e. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Pembinaan dan Peningkatan Karier 

Pegawai 

f. Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Keuangan Serta Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran 

g. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

h. Penyusunan Rencana Kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan serta Pelaksanaan 

Keamanan dan Kebersihan Dinas 

i. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana 

j. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Daerah 

k. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan tugas-tugas Bidang 
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l. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Organisasi dan Tatalaksana 

m. Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Kepala Dinas 

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

2. Bidang Bina Pemerintahan Desa 

Tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa menyusun pedoman pelaksanaan Bulan 

Bhakti Gotong Royong, pembinaan dan inventarisasi swadaya masyarakat, pembinaan 

dan pendataan; pemantauan evaluasi dan  analisas Profil Desa, potensi sektor informal, 

data lingkungan desa, pelestarian sumber daya dan potensi desa serta melaksanakan 

fasilitasi pembinaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif dan inventarisasi 

hasil pembangunan serta evaluasi peningkatan partisipasi. 

Untuk melaksanakan tugas diatas Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Bina Pemerintahan Desa 

b. Pelaksanaan Penataan Desa 

c. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan 

d. Pemfasilitasian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

e. Pemfasilitasian Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 

f. Pembinaan Tenaga Pendamping Desa 

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; 

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat tugasnya Melaksanakan 

kebijakan program ketahanan masyarakat desa, bina masyarakat desa dan 

pengembangan desa secara rinci meliputi menyusun pedoman pelaksanaan lembaga 

kemasyarakatan desa, pembinaan pendataan, pemantauan, analisa dan evaluasi data 

peningkatan SDM lembaga kemasyarakatan, penerapan pola tata desa, identifikasi desa 

miskin serta melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemantauan, analisa dan evaluasi 
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desa/kelurahan berhasil, tingkat perkembangan desa, identifikasi tipologi desa dan 

Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa, rawan bencana dan desa pantai. 

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 

b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha 

Ekonomi Masyarakat 

c. Penyiapan Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi 

Masyarakat Desa 

d. Pemfasilitasi pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Dunia 

Usaha dan Pengembangan Sektor Informal 

e. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan Program 

Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna (TTG), dan 

Kerjasama Desa dengan program lain dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan 

Usaha Ekonomi Masyarakat 

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha 

Ekonomi Masyarakat 

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Dinas 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa. 

 

D. SUSUNAN ORGANISASI   

Peraturan Daerah Nomor : 15 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berikut susunan organisasi beserta nama 

pejabat dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas : Patria Dwi Hastiadi, AP, M.Si 

2. Sekretaris                                             : Syamsul Arifin,SP,MM 

2.1. Ka. Subag Umum dan Kepegawaian           : Lailatul Khusnah, SH 

2.2. Ka. Subag Keuangan : Abdul Jalil, Amd 
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3. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa   : Dadang Arifin F.,SSTP, MAP 

3.1. Ka. Seksi Penataan Desa : Ahmad Syaifudin H, S.IP 

3.2. Ka. Seksi Kelembagaan Pemerintah Desa : Saefudin Zuhri, S.IP 

3.3. Ka. Seksi Perencanaan & Evaluasi Desa : - 

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Hadori, S.AP 

4.1. Ka. Seksi Kelembagaan Masyarakat : Endang Wahyuningsih, S.Sos 

4.2. Ka. Seksi Bina Kader Pemberdayaan : Baskoro, SH 

4.3. Ka. Seksi Partisipasi Masyarakat : Drs. S. Edi Sugianto 

5. Kepala Bidang PUEM : Nanik Indayati, SH, M.Si 

5.1. Ka. Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat : Lalak Dedy P, S.Sos 

5.2. Ka. Seksi TTG dan SDA : Akhmad Subiyantono, SH 

5.3. Ka. Seksi Kerja Sama Desa : Evi Efendi, SH 

6. Nama – Nama Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat : 

6.1. Staf Sekretariat : M. Irwin A. G, S.STP 

6.2. Staf Sekretariat : - 

6.3. Staf Sekretariat : Yustikarini Widya Satiti, Amd 

6.4. Staf Sekretariat  : Nana Ratih Muraisari 

6.5. Staf Sekretariat  : Agus Budiyanto 

6.6. Staf Sekretariat / Penjaga Malam : Mudakir 

6.7. Staf Bina Pemerintahan Desa : CH. Budi Dermawati 

6.8. Staf Bina Pemerintahan Desa : Saiful 

6.9. Staf Pemb. Masyarakat : Uniek Febriariati 

6.10. Staf Pemb. Masyarakat : Toni Hardianto 

 

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI  

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  

mampu mengembangkan Rencana Strategis yang lebih mudah dalam komunikasi dan 

penerapannya, faktor inilah yang memberikan fokus bagi pencapaiannya, adapun faktor–

faktor lingkungan tersebut meliputi : 
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1. Lingkungan Internal. 

a. Kekuatan 

1. Tersedianya Aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada 

pencapaian Visi dan Misi 

2. Tersedianya dana untuk penyelenggaraan Program dan kegiatan 

3. Tersedianya jumlah Sarana Prasarana Aparatur 

4. Tersedianya produk hukum yang mendukung kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

5. Adanya kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten    

Lumajang dalam hal  : 

- Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; 

- Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial  Budaya 

Masyarakat; 

- Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; 

- Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

Teknologi Tepat Guna. 

 
b. Kelemahan 

1. Masih kurangnya profesionalisme aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Lumajang 

2. Kurang optimalnya penguasaan dan aplikasi yang ada 

3. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan realitas sarana dan prasarana. 

  
2. Lingkungan Eksternal 

a. Peluang 

1. Tersedianya peluang usaha ekonomi produktif bagi kelompok                             

masyarakat di desa dan kelurahan 

2. Tersedianya tenaga kerja 

3. Tersediannya potensi sumberdaya pembangunan 

4. Adanya lembaga kemasyarakat, Pokmas dan Kader Pemberdayaan           

Masyarakat Desa/Kelurahan. 
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b. Ancaman  

1. Adanya penyimpangan pengelolaan dana bantuan oleh pengurus UPK 

2. Penegakan Supremasi Hukum dan HAM bagi perempuan dan anak kurang 

maksimal 

3. Lemahnya jiwa berwirausaha di masyarakat 

4. Rendahnya pendapatan GAKIN, sehingga pemberdayaan usaha kurang optimal 

5. Adanya daerah rawan bencana alam. 

 

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN  

Faktor-faktor penentu keberhasilan untuk memfokuskan strategi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu 

keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa lingkungnan internal dan 

eksternal, guna menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas. 

Ditetapkannya skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Lumajang, 

maka apa yang harus dan dianggap penting dalam pencapaian tujuan. 

Faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Lumajang dirumuskan sebagai berikut : 

a. Tersedianya Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang 

yang mempunyai komitmen berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi 

b. Adanya peningkatan profesionalisme aparat 

c. Adanya masyarakat yang kondunsif dan partsipatif dalam pembangunan pedesaan 

d. Adanya kebijakan yang dapat mendorong usaha ekonomi masyarakat di desa dan 

kelurahan 

e. Meningkatnya jiwa kewirausahaan di kelompok masyarakat melalui pendidikan dan 

pelatihan 

f. Adanya pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan desa 

g. Adanya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Teknologi 

Tepat Guna 

h. Adanya penurunan kasus kekerasan pada perempuan dan anak serta penegakan 

supremasi Hukum dan HAM bagi perempuan dan anak. 
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BAB. II 
RENCANA STRATEGIS 

 
A. VISI DAN MISI 

Sejalan dengan komitmen Otonomi Daerah serta upaya pemberdayaan dari seluruh 

masyarakat maka Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang 

dirumuskan sebagai berikut : 

“ Terwujudnya Masyarakat mandiri, Partisipatif dan Tata Kelola Pemerintahan Desa 

yang baik “ 

Makna Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang         

terkandung dalam filosofi visi tersebut adalah : 

1. Terwujudnya, terkandung didalamnya peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera 

2. Masyarakat, adalah kumpulan/sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah 

hukum dan mempunyai tujuan yang sama 

3. Mandiri, adalah suatu kondisi kehidupan yang berdaya, kreatif, inovatif, produktif  

sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri 

4. Partisipatif, adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang peduli terhadap kondisi 

lingkungan. 

5. Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik, adalah suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan desa yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 

demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi desa dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan 

legal dan political bagi Pemerintahan desa. 

Hal tersebut diatas guna mencapai Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Kabupaten Lumajang, kami menetapkan Misi adalah :  

a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas 

masyarakat dan lembaga masyarakat desa 

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatif 

c. Meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan sumber daya alam 

berbasis teknologi tepat guna 
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d. Meningkatkan kapasitas manajemen dan pelayanan penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN 

1. TUJUAN 

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI, tujuan organisasi 

harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi, secara kolektif mengambarkan 

arahan strategis organisasi, perbaikan – perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi organisasi dimaksud dalam rangka mencapai MISI ditetapkan 

tujuan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan keberdayaan dan kapasitas masyarakat serta lembaga masyarakat 

desa 

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatif 

c. Meningkatkan keberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber 

daya alam berbasis teknologi tepat guna 

d. Meningkatkan kapasitas manajemen dan pelayanan penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 

 

2. SASARAN 

Penjabaran dari tujuan organisasi, yakni sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai 

oleh unit organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. 

Sasaran merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan nyata berupa fokus 

kegiatan, spesifikasi, rincian ukuran serta yang dapat dicapai dalam tujuan dengan 

menetapkan sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat 

dan Lembaga Masyarakat Desa 

2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatif 

3. Meningkatnya keberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui Pelatihan, 

penerapan TTG dan pemanfaatkan SDA berbasis TTG 
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4. Meningkatknya  kapasitas manajemen dan pelayanan penyelenggara Pemerintah 

Desa. 

                                                                                                                             

C. SASARAN STRATEGIS 

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah 

mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis 

ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir masa jabatan 

Bupati.  

 Daftar sasaran, indikator kinerja dan target kinerja sampai tahun 2018 sbb :                                                         
 

No 

 

Tujuan Strategis 

 

Indikator Kinerja 

 

Target Tahun 

2018 (%) 

1 
                                                                                                                                                                   

Meningkatnya 
Keberdayaan Masyarakat 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

1,9 

2 Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 

Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Membangun (IDM) 

43 
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BAB. III 
RENCANA  KINERJA TAHUN 2018 

 
 

A. PROGRAM UTAMA 

     Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Lumajang agar pelaksanaannya mampu untuk mencapai sasaran adalah melalui  kegiatan 

kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini.  

Program Utama dan Kegiatan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2018 

No PROGRAM KEGIATAN 

 Program Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

 

1. Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 

2. Program Peningkatan 
Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

3. Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja Dan Keuangan 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD / LAKIP 

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis 
Realisasi Anggaran 

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 
4. Program Peningkatan 

Keberdayaan 
Masyarakat Pedesaan 

1. Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat 
Pedesaan 

2. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga 
RT/RW 

3. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 
4. Monitoring Dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas 

5. Program 
Pengembangan 
Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

1. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) 
Dan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Bantuan Rumah 
Tangga Sangat Miskin (RTSM) 

2. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro 
3. Pengembangan Pasar Desa 
4. Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa 
5. Penerapan Teknologi Tepat Guna 
6. Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna 
7. Pembinaan Kelembagaan Pasca Program PNPM-Mandiri 

Pedesaan 
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6. Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Desa 

1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
2. Pembinaan Dan Evaluasi Desa Berhasil 

7. Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintahan Desa 

1. Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Desa Dalam 
Bidang Manajemen Pemerintahan Desa 

2. Pembekalan Kepala Desa Terpilih 
3. Pembekalan bagi Perangkat Desa 
4. Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa 

8. Program Peningkatan 
Peran Perempuan Di 
Pedesaan  

1. Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Umum 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

2. Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja I 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

3. Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja 
II Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

4. Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja 
III Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

5. Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja 
IV Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

9. Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan tentang 
Desa 

2. Fasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) 

3. Tilik Desa 
4. Pemantapan Administrasi Desa 
5. Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Kabupaten Dan 

Desa 
6. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 

10. Program 
Pengembangan 
Potensi Desa 

1. Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Desa 
2. Fasilitasi Updating Data Profil Desa 
3. Monitoring dan Evaluasi Kekayaan Desa 

11. Program Pembinaan 
Dan Fasilitasi 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 

1. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 
2. Verifikasi, Monitoring, Dan Evaluasi Dana Bantuan 

Keuangan Kepada Desa 
3. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang 

APBDes 
4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 
5. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa 
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B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA 

Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2018 dapat kami jabarkan sebagai berikut : 

 Sasaran dan Indikator Kinerja 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kabupaten Lumajang Tahun 2018 

No PROGRAM SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
KINERJA 

1. Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

1. Terlaksananya Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Prosentase 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

100% 

2. Program 
Peningkatan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Aparatur 

1. Terlaksananya 
Pembangunan/Pengadaan dan 
Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

2. Terlaksananya Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Prosentase 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

100% 

3. Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
Dan Keuangan 

1. Terlaksananya Pelaporan LKj 
SKPD 

2. Terlaksananya Laporan 
Keuangan Semesteran dan 
prognosis 

3. Terlaksananya Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Prosentase 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
Dan Keuangan 

100% 

4. Program 
Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat 
Pedesaan 

 
1. Terlaksananya Pemberdayaan 

Lembaga dan Organisasi 
Masyarakat Pedesaan 
 

2. Terlaksananya Peningkatan 
Kapasitas dan Pemberdayaan 
Lembaga RT/RW 

 
3. Terlaksananya Pelatihan Kader 

Pemberdayaan Masyarakat 
Desa/Kelurahan  

4. Terlaksananya Monitoring dan 
Pembinaan Posyandu 
Gerbangmas 
 

5. Terlaksananya Penyediaan Kain 
Seragam Lembaga 
Kemasyarakatan Desa 

Output : 

- Jumlah pengurus 
LKMD yang 
diberdayakan 
 

- Jumlah Pengurus 
RT/RW yang di                                                                                                        
berdayakan 

 

- Jumlah KPMD 
yang dibina 

 

- Jumlah Pengurus 
Posyandu GMS 
yang dibina 

 

- Jumlah Pengurus 
LKMD dan RT/RW 
yang mmpunyai 
seragam 

 

- 410 Orang 
 
 
 

- 410 Orang 
 

 
 

- 410 Orang 
 
 

- 1.315 Orang 
 
 
 

- 10.878 Stel 
Kain 
Seragam 
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Outcomes : 
Persentase 
Partisipasi 
Masyarakat  

1,9% 

5. Program 
Pengembangan 
Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

 
1. Terlaksananya Jalin Matra 

Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) & Kerentanan 
Kemiskinan (PK2) Bantuan 
Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RTSM) 

2. Terlaksananya Pemberdayaan 
Lembaga Keuangan Mikro 

3. Terlaksananya Pengembangan 
Pasar Desa  

4. Terlaksananya Pengembangan 
Badan Usaha Milik Desa 

5. Terlaksananya Penerapan 

Teknologi Tepat Guna 

6. Terlaksananya Lomba Cipta 
Inovasi Teknologi Tepat Guna  

7. Terlaksananya Kelembagaan 
Pasca Program PNPM-Mandiri 
Pedesaan 

Output : 

- Jumlah KRTP yang 
mendapat 
sosialisasi dan 
pembinaan usaha 
 
 

- Jumlah LKM yang 
dibina 

- Jumlah Pasar Desa 
yang dibina 

- Jumlah BUMDes 
yang dibina 

- Jumlah Pokmas 
penerima TTG 

- Jumlah Jenis yang 
dilombakan  

- Jumlah 
Kelembagaan UPK 
Pasca Program 
PNPM-MPd 
Outcomes : 
Persentase 
Partisipasi 
Masyarakat 

 

- 974 KRTP 
 
 
 
 
 

- 84 UPKu 
 

- 24 Pasar 
Desa 

- 198 
BUMDes 
 

- 10 
Kelompok 
Masyarakat 

- 2 Kategori 
 

- 20 Lembaga 
 
1,9 % 

6. Program 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat 
Dalam 
Pembangunan 
Desa 

 
1. Terlaksananya Bulan Bhakti 

Gotong Royong (BBGRM) 
 

 
2. Terlaksananya Pembinaan Dan 

Evaluasi Desa Berhasil 

Output : 

- Jumlah Desa yang 
melaksanakan 
BBGRM 

- Jumlah Desa yang 
mengikuti 
pembinaan dan 
evaluasi 
Outcomes : 
Persentase 
Partisipasi 
Masyarakat 

 

- 198 Desa 
 
 
 

- 21 
Kecamatan 

 
 
 
1,9 % 

7. Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Aparatur 

1. Terlaksananya Bimbingan Teknis 
Aparatur Pemerintah Desa 
dalam Bidang Manajemen 
Pemerintah Desa 

Output : 

- Jumlah Aparat 
Desa yang 
memahami 

 

- 1.386 Orang 
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Pemerintahan 
Desa  

 
 

2. Terlaksananya Pembekalan 
Kepala Desa Terpilih 

 
 
 
3. Terlaksananya Pembekalan bagi 

Perangkat Desa  
4. Terlaksananya Pembinaan dan 

Monitoring Pemilihan Kepala 
Desa 

manajemen 
Aparat Desa 

- Jumlah Kades yg 
memahami 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 
 

- Jumlah Sekdes 
yang dibina 

- Jumlah Desa yang 
Mengikuti 
Pilkades 

Outcomes : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan 
Indeks Desa 
Membangun 
(IDM) 

 
 

- 43 Kepala 
Desa 
 
 
 

- 15 Sekdes 
 

- 4 Desa 
 
 
 

43 Desa 

8. Program 
Peningkatan 
Peran Perempuan 
Di Pedesaan 

1. Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Program Kegiatan 
Bidang Umum Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga 

2. Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Program Kegiatan 
Kelompok Kerja I Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga 

3. Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Program Kegiatan 
Kelompok Kerja II 
Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga 

4. Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Program Kegiatan 
Kelompok Kerja III 
Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga 
Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan Program Kegiatan 
Kelompok Kerja I Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga 

Output : 

- Jumlah Pengurus 
dan Kade PKK 
yang aktif 

- Jumlah Kader 
Pokja I yang 
dibina 

 

- Jumlah Kader 
Pokja II yang 
dibina 

 
 

- Jumlah Kader 
Pokja III yang 
dibina 
 
 

- Jumlah Kader 
Pokja IV yang 
dibina 
 

Outcomes : 
Persentase 
Partisipasi 
Masyarakat 
 

 

- 1.938 Orang 
 

 
 

- 3.290 Orang 
 
 
 

- 185 Orang 
 
 
 
 

- 350 Orang 
 
 
 
 

- 885 Orang 
 
 
 
 

1,9 % 
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9. Program 
Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Desa 

 
1. Penyusunan Rancangan 

Peraturan Perundangan tentang 
Desa 
 

2. Terlaksananya Fasilitasi 
Pelaksanaan TMMD  

 
3. Terlaksananya Tilik Desa  
 
 
 
4. Terlaksananya Kegiatan 

Pemantapan Administrasi Desa  
 
 
 

 
5. Terlaksananya Rapat Koordinasi 

Antara Pemerintah Kabupaten 
dan Desa 

 
 
6. Terlaksananya Fasilitasi 

Penyelesaian Permasalahan 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa 

Output : 

- Jumlah Peraturan 
Perundangan 
tentang Desa 
 

- Jumlah Desa 
Pelaksana TMMD 

 

- Jumlah Desa yang 
melaksanakan 
Tilik Desa 

 

- Jumlah Perangkat 
Desa yang 
melaksanakan 
Adm. Desa sesuai 
ketentuan 

 

 

- Jumlah Peserta 
rapat koordinasi 
Pemkab dengan 
Desa 
 

- Jumlah 
Pengaduan yang 
tertangani 

 
Outcomes : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan 
indeks 
membangun (IDM) 
 

 

- 4 Perbup 
 
 
 

- 1 Desa 
 
 

- 4 Kali 
 
 
 

- 594 
perangkat 

- 500 Orang 
 
 
 
 

- 100 % 
 
 
 

- 43 Desa 
 

10. Program 
Pengembangan 
Potensi Desa 

 
1. Terlaksananya Pengembangan 

Implementasi Sistem Informasi 
Desa 
 

2. Terlaksananya Fasilitasi Updating 
Data Profil Desa 
 

 
3. Terlaksananya Monitoring dan 

Evaluasi Kekayaan Desa 

Output : 

- Jumlah Desa yang 
dibintek SID 
 
 

- Jumlah Desa yang 
Memiliki Data 
profil yang 
update 

- Jumlah Desa yang 
asetnya jelas 

 

- 198 Desa  
 
 
 

- 205 Desa/ 
Kelurahan  

 
 

- 198 Desa  
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Outcomes : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan 
indeks 
membangun (IDM) 
 
 

 
 

43 Desa 

11. Program 
Pembinaan Dan 
Fasilitasi 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 

 
1. Terlaksananya Fasilitasi dan 

Pendampingan Pengelolaan 
Keuangan Desa 

2. Terlaksananya Fasilitasi 
Penyusunan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDes 
 

3. Terlaksananya Bimbingan Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa 

 
 
 
4. Terlaksananya Sosialisasi 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Output : 

- Jumlah Korkab 
 
 

- Jumlah Desa yang 
menyusun 
APBDes tepat 
waktu 

- Jumlah Perangkat 
Desa yang 
mengaplikasikan 
siskeudes  

- Jumlah 
Stakeholder Desa 
 
 

Outcomes : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan 
indeks 
membangun (IDM) 

 

- 3 Orang 
 
 

- 21 
Kecamatan 

 
 

- 396 Orang 
 
 
 
 

- 645 Orang/ 
Desa 

 
 

43 Desa 

 

 

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN 

            Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan 

Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 

2018 telah ditetapkan, sebesar Rp 10.353.173.012,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp 

8.737.688.100,- dan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1.615.484.912,- , adapun untuk 

perincian kegiatan sebagaimana lampiran  RKT 2018.  
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BAB. IV 
PENUTUP 

 
 

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Lumajang kami susun, untuk dapatnya dipergunakan sebagai pedoman jajaran  staf  Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Program 

Kegiatan tahun 2018, sehingga diharapkan akan dapat mencapai kinerja yang ditetapkan dalam 

Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2018. 

Selanjutnya guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Tahun 2018, sangat kami harapkan kritik dan saran perbaikan baik isi 

maupun lainnya. 

Dengan segala kemampuan kami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan 

amanah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan berdoa semoga Allah SWT memberikan 

bimbingan kearah keberhasilan Amin. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

L a m p i r a n 
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MATRIK RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 
2015-2019 

Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Formula 
Indikator 

Satuan 
Target Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran 

2015 2016 2017 2018 2019 Kebijakan Program 

Meningkatnya 
Keberdayaaan 

Masyarakat 
dan Desa 

Meningkatnya 
Keberdayaan 
Masyarakat 

Persentase 
Partisipasi 

Masyarakat 

Jumlah 
Swadaya 

Masyarakat 
disbanding 

Jumlah APBD 
Kabupaten 
Lumajang  

% 1,6 1,7 1,8 1,9 2 Meningkatkan 
kapasitas masyarakat 

dan Lembaga Desa 
melalui Pembinaan, 

Pelatihan, Sosialisasi, 
Bimbingan Teknis 
sesuai kebutuhan. 

Program 
Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat 
Pedesaan 

      Program 
Peningkatan 

Peran 
Perempuan Di 

Pedesaan 

      Meningkatkan 
pembangunan wilayah 

pedesaan melalui 
peningkatan partispasi 

masyarakat 

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 

Masyarakat 
Dalam 

Pembangunan 
Desa 

      Meningkatkan usaha 
ekonomi masyarakat 

pedesaan melalui 
pembinaan, 

bimbingan teknis, 
pelatihan dengan 
pemanfaatan SDA 

berbasis  TTG 

Program 
Pengembangan 

Lembaga 
Ekonomi 
Pedesaan 
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Meningkatnya 
Penyelenggara
an Pemerintah 

Desa 

Jumlah Desa 
Maju 

berdasarkan 
Indeks Desa 
Membangun 

(IDM) 

Jumlah Desa 
Maju 

berdasarkan 
Indeks Desa 
Membangun 

(IDM) 

Desa 0 34 38 43 48 Meningkatkan tata 
kelola Pemerintahan 

Desa dan pengelolaan 
keuangan desa yang 

baik melalui 
Pembinaan, 

Sosialisasi, pelatihan  
dan Bimtek yang 

berbasis teknologi 
informasi 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas 
Aparatur 

Pemerintah 
Desa 

Program 
Peningkatan 

Penyelenggaraa
n Pemerintahan 

Desa 

Program 
Pengembangan 

Potensi Desa 

Program 
Pembinaan dan 

Fasilitasi 
Pengelolaan 

Keuangan Desa 
 

Lumajang, 26 Juli 2017 
 

KEPALA DINAS 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN LUMAJANG 
 

 

 

PATRIA DWI HASTIADI AP, M.Si 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19740910 199412 1 001 
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RENCANA KINERJA TAHUN 2018 
 

Instansi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan Desa KABUPATEN LUMAJANG 

SASARAN 

PROGRAM 

KEGIATAN 

KET 
URAIAN INDIKATOR 

RENCANA 
TINGKAT 
CAPAIAN 
(TARGET) 

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 

RENCANA 
TINGKAT 
CAPAIAN 
(TARGET) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
MENINGKATNYA 
KEBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

PERSENTASE 
PARTISIPASI 
MASYARAKAT 

1,9 % PROGRAM 
PENINGKATAN 
KEBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
PEDESAAN 

Pemberdayaan 
Lembaga dan 
Organisasi 
Masyarakat 
Pedesaan 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp 72.158.000  

Keluaran : 
Jumlah Pengurus 
LKMD yang 
diberdayakan 

peserta 410  

    Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Peningkatan 
kapasitas dan 
Pemberdayaan 
Lembaga RT/RW 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  66.539.600  

Keluaran : 
Jumlah Pengurus RT/ 
RW yang 
diberdayakan 

410 orang 
pengurus 
RT/RW di 

21 
Kecamatan 

410  

Hasil :  
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

 
 

 
 

 
 

 
 

Pelatihan Kader 
Pemberdayaan  
 

Masukan : 
Tersedianya Dana 
 

Rp  79.240.000  
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   Masyarakat 
Desa/Kelurahan 

Keluaran : 
Jumlah KPMD yang 
dilatih 

orang / 
kader 

410  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Monitoring dan 
Pembinaan 
Posyandu 
Gerbangmas 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  200.000.000  

Keluaran : 
Jumlah Pengurus 
Posyandu Gerbangmas 
Siaga yang dibina 

orang 1.315  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Penyediaan Kain 
Seragam 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  1.660.810.000  

Keluaran : 
Jumlah pengurus 
LKMD dan RT/RW 
yang mempunyai kain 
seragam 

Stel Kain 
Seragam 

10.878  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

   PROGRAM 
PENGEMBANGA
N LEMBAGA 
EKONOMI 
PEDESAAN  

Jalin Matra 
Penanggulangan 
Feminisasi 
Kemiskinan (PFK) 
Dan Kerentanan 
Kemiskinan (PK2) 
Bantuan Rumah 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  150.546.000  

Keluaran : 
Jumlah KRTP yang 
mendapatkan 
Sosialisasi dan 
Pembinaan Usaha 

KRTP 974  
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Tangga Sangat 
Miskin / RTSM 

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Pemberdayan 
Lembaga 
Keuangan Mikro  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  79.446.000  

Keluaran : 
Jumlah LKM yang 
dibina 

UPKu 84  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Pengembangan 
Pasar Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  51.154.000  

     Keluaran : 
Jumlah Pasar Desa 
yang dibina 

Pasar 
Desa 

24  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Fasilitas 
Pengembangan 
Badan Usaha 
Milik Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  228.837.000  

Keluaran : 
Jumlah BUMDes yang 
dibina 

BUMDes 198  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Penerapan 
Teknologi Tepat 
Guna  

Masukan : 
Tersedianya Dana 
 

Rp  98.280.000  
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Keluaran : 
Jumlah Kelompok 
Masyarakat penerima 
TTG 

Kelompok 
masyarak

at 

10  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Lomba Cipta 
Inovasi Teknologi 
Tepat Guna  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  48.320.000  

Keluaran : 
Jumlah Jenis yang 
dilombakan 

Kategori 2  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Pembinaan 
Kelembagaan 
Pasca Program 
PNPM – Mandiri 
Pedesaan  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  116.417.000  

Keluaran : 
Jumlah Kelembagaan 
UPK Pasca Program 
PNPM-Mpd 

Lembaga 20  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

   PROGRAM 
PENINGKATAN 
PARTISIPASI 
MASYARAKAT 
DALAM 
PEMBANGUNAN 
DESA 

Bulan Bhakti 
Gotong Royong 
Masyarakat 
(BBGRM) 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  190.000.000  

Keluaran : 
Jumlah Desa yang 
melaksanakan BBGRM 

Lembaga 60  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  
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    Pembinaan dan 
Evaluasi Desa 
Berhasil 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  89.700.000  

Keluaran : 
Jumlah Desa yang 
mengikuti Pembinaan 
dan Evaluasi 

Kecamatan 21  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

MENINGKATNYA 
TATA KELOLA 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAH DESA 

JUMLAH DESA 
MAJU 
BERDASARKAN 
INDEKS 
MEMBANGUN 
(IDM) 

43 Desa PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS 
APARATUR 
PEMERINTAH 
DESA   

Bintek Aparatur 
Pemerintah Desa 
Dalam Bidang 
Manajemen 
Pemerintahan 
Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  308.913.000  

Keluaran : 
Jumlah Aparat Desa 
yang memahami 
Manajemen Aparat 
Desa 

Orang 1.386  

Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 

Desa 43  

    Pembekalan 
Kepala Desa 
Terpilih  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  52.528.000  

Keluaran : 
Jumlah Kades yang 
memahami 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 

Kepala 
Desa 

43  

Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 

Desa 43  
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(IDM) 

    Pembekalan Bagi 
Perangkat Desa 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  694.527.000  

Keluaran : 
Jumlah Sekdes yang 
memahami 
Pemerintahan Desa 

Sekdes 198  

Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 

Desa 43  

    Pembinaan dan 
Monitoring 
Pemilihan Kepala 
Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  91.086.000  

Keluaran : 
Jumlah Desa yang 
melaksanakan 
pilkades antarwaktu 
sesuai ketentuan 

Desa 4  

    Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 

Desa 43  

   PROGRAM 
PENINGKATAN 
PERAN 
PEREMPUAN DI 
PEDESAAN 

Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Program Kegiatan 
Bidang Umum 
Pemberdayaan 
Kesejahteraan 
Keluarga  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  591.794.000  

Keluaran : 
Pengurus dan Kader 
PKK yang difasilitasi 

Orang 1.938  

Hasil : % 1,9  
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Persentase Partisipasi 
Masyarakat 
 
 

    Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Program Kegiatan 
Kelompok Kerja I 
Pemberdayaan 
Kesejahteraan 
Keluarga  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  171.292.500  

Keluaran : 
Jumlah Kader Pokja I 
yang difaslitasi 

Orang 3.290  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Fasilitasi 
Pelaksanaaan 
Program Kegiatan 
Kelompok Kerja II 
Pemberdayaan 
Kesejahteraan 
Keluarga  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  43.304.500  

Keluaran : 
Jumlah Kader Pokja II 
yang difaslitasi 

Orang 185  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Program Kegiatan 
Kelompok Kerja III 
Pemberdayaan 
Kesejahteraan 
Keluarga   

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  60.420.000  

Keluaran : 
Jumlah Kader Pokja III 
yang difaslitasi 

Orang 350  

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

    Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Program Kegiatan 
Kelompo Kerja IV 
Pemberdayaan 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  132.789.000  

Keluaran : 
Jumlah Kader Pokja IV 
yang difaslitasi 

Orang 885  
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Kesejahteraan 
Keluarga 

Hasil : 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat 

% 1,9  

   PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENYELANGGAR
AAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 

Penyusunan 
Rancangan 
Peraturan 
Perundangan 
Tentang Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  100.655.000  

Keluaran : 
Jumlah Peraturan 
Perundang-undangan 
yang tersusun 

 Perbup 4  

Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 

Desa 43  

    Fasilitasi 
Pelaksanaan TNI 
Manunggal 
Membangun 
Desa (TMMD)  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  200.000.000  

Keluaran : 
Jumlah Desa yang 
melaksanakan TMMD 
dengan lancar 

 Desa 1  

    Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 

Desa 43  

    Titik Desa  Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  668.692.000  

Keluaran : 
Jumlah Desa yang 
melaksanakan Tilik 
Desa 

 Kali 4  



Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018   

 

 31 

 

Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 

Desa 43  

    Pemantapan 
Administrasi Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  214.197.500  

Keluaran : 
Jumlah Perangkat 
Desa yang 
Melaksanakan 
Administrasi Desa 
Sesuai Ketentuan 

 Desa 594  

Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 

Desa 43  

    Rapat Koordinasi 
Antara 
Pemerintah 
Kabupaten dan 
Desa 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  82.130.000  

Keluaran : 
Jumlah Peserta Rapat 
Koordinasi Pemkab 
dengan Desa  

Orang 500  

    Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 

Desa 43  

    Fasilitas 
Penyelesaian 
Permasalahan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  86.576.000  

Keluaran : 
Pengaduan yang 
tertangani 

% 100  
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Desa  Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 

Desa 43  

   PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
POTENSI DESA  

Pengembangan 
Implementasi 
Sistem Informasi 
Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  74.062.500  

Keluaran : 
Terbangunnya SID 
 

 Desa 198  

Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 
 

Desa 43  

    Fasilitas Updating 
Data Profil Desa   

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  107.105.000  

Keluaran : 
Jumlah Desa yang 
memiliki Data Profil 
Desa yang Update 
 

Desa/ 
Kelurahan 

205  

Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 
 

Desa 43  

    Monitoring dan 
Evaluasi Kekayaan 
Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 
 

Rp  48.395.000  

Keluaran : 
Jumlah desa yang 

Desa 198  
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memiliki data Aset dan 
Kekayaan yang jelas 
 
 
Hasil :  
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
 

Desa 43  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
FASILITASI 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA 

Fasilitas dan 
Pendampingan 
Pengelolaan 
Keuangan Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  46.905.000  

Keluaran : 
Jumlah Korkab yang 
terfasilitasi dan aktif 

 Orang 
korkab 

3  

Hasil :  
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 
 

Desa 43  

    Verifikasi , 
Monitoring , dan 
Evaluasi Dana 
Bantuan Keungan 
Kepada Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  196.530.000  

Keluaran : 
Jumlah Desa yang 
penggunaan ADD dan 
DD sesuai ketentuan 

 Desa 198  

Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 
 

% Desa 43  
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Fasilitasi 
Penyusunan 
Rancangan 
Peraturan Desa 
Tentang APBDesa 

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  126.688.000  

Keluaran : 
Jumlah Desa yang 
menyusun APBDes 
tepat waktu 

Kecamatan 21  

Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 

Desa 43  

    Bimbingan Teknis 
Pengelolaan 
Keuangan Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  104.998.000  

Keluaran : 
Jumlah Perangkat 
Desa yang 
mengaplikasikan 
Siskeudes 

Orang 396  

Hasil :  
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
(IDM) 

Desa 43  

    Sosialisasi 
Pengelolaan 
Keuangan Desa  

Masukan : 
Tersedianya Dana 

Rp  118.252.500  

    Keluaran : 
Jumlah Stakeholder 
Desa 

Orang / 
Desa 

645  

    Hasil : 
Jumlah Desa Maju 
berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 

Desa 43  
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(IDM) 
 
 
 

1. MENINGKATNYA 
KEBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

PERSENTASE 
PARTISIPASI 
MASYARAKAT 

1,9 % PROGRAM 
PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

Pelayanan 
Administrasi dan 
Operasional 
Perkantoran 

Masukan : 
Tersedianya dana 

Rp  895.194.900  

 Keluaran : 
Tingkat pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran yang 
terlaksana  

bulan 12  

2. MENINGKATNYA 
TATA KELOLA 
PENYELENGGARA
AN PEMERINTAH 
DESA 

JUMLAH DESA 
MAJU 
BERDASARKAN 
INDEKS 
MEMBANGUN 
(IDM) 

43 Desa Hasil : 
- Persentase partisipasi 

masyarakat 
- Jumlah Desa Maju 

berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 

% 
 
 

Desa 

1,9 
 
 

43 

 

   PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

Pembangunan/ 
Pengadaan dan 
Rehabilitasi Saran 
dan Prasarana 
Aparatur 

Masukan : 
Tersedianya dana 

Rp  209.196.000  

   Keluaran : 
Jumlah sarana dan 
prasarana yang 
tersedia 

Unit 7  

     Hasil : 
- Persentase partisipasi 

masyarakat 
- Jumlah Desa Maju 

berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 

% 
 
 

Desa 

1,9 
 
 

43 

 

    Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 

Masukan : 
Tersedianya dana 

Rp  170.513.100  
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    Saran dan 
Prasarana 
Aparatur 

Keluaran : 
Jumlah sarana dan 
prasarana aparatur 
yang terpelihara 

unit 87  

     Hasil : 
- Persentase partisipasi 

masyarakat 
- Jumlah Desa Maju 

berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 

% 
 
 

Desa 

1,9 
 
 

43 

 

   PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD/ 
LAKIP 

Masukan : 
Tersedianya dana 

Rp  4.006.000  

   Keluaran : 
Jumlah laporan LKj 
SKPD 

dokumen, 
eksemplar 

1 dokumen & 10 
eksemplar 

 

    Hasil : 
- Persentase partisipasi 

masyarakat 
- Jumlah Desa Maju 

berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 

% 
 
 

Desa 

1,9 
 
 

43 

 

    Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Semesteran dan 
Prognosis 
Realisasi 
Anggaran 

Masukan : 
Tersedianya dana 

Rp  1.066.000  

    Keluaran : 
Jumlah laporan 
keuangan sementara 
dan prognosis 
 

dokumen, 
eksemplar 

1 dokumen & 7 
eksemplar 

 

    Hasil : 
- Persentase partisipasi 

masyarakat 
- Jumlah Desa Maju 

% 
 
 

Desa 

1,9 
 
 

43 
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berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 
 

    Penyusunan 
Laporan Akhir 
Tahun 

Masukan : 
Tersedianya dana 

Rp  4.424.000  

    Keluaran : 
Jumlah laporan 
keuangan akhir tahun 

dokumen, 
eksemplar  

1 dokumen & 10 
eksemplar 

 

     Hasil : 

- Persentase partisipasi 
masyarakat 
- Jumlah Desa Maju 

berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 

% 
 
 

Desa 

1,9 
 
 

43 

 

JUMLAH  8.737.688.100  

 
 

Lumajang,  26 Juli 2017 
  

KEPALA DINAS 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN LUMAJANG 
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